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LURAH TRIMULYO 

KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL 

 

PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO 

NOMOR 4 TAHUN 2025 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO NOMOR 4 TAHUN 

2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TRIMULYO 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

LURAH TRIMULYO, 

 

Menimbang : a. 

 

 

b. 

 

 

 

c. 

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan 

program nasional untuk ketahanan pangan melalui 

penyertaan modal BUMKal/BUMKal Bersama; 

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan 

program nasional untuk pembentukan Koperasi Desa 

Merah Putih di Kalurahan, perlu dilakukan perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Kalurahan Trimulyo tentang Perubahan Atas Peraturan 

Kalurahan Trimulyo Nomor 4 Tahun 2024 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 

2025; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5339); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 

7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia 

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6914); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6321); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);  

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);  

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);  

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1633); 

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

868);  

15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah 

Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 

tentang Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000); 

16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja 

Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 

52); 
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 

tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 

6); 

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang 

Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2020 Nomor 86);  

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59); 

20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 

87); 

21. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 12 Tahun 2020 

tentang Kewenangan Kalurahan Trimulyo (Lembaran 

Kalurahan Trimulyo Tahun 2020 Nomor 12); 

22. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 3 Tahun 2023 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Kalurahan (RPJMKal) Trimulyo Tahun 2022-2028 

(Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2023 Nomor 3); 

23. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 4 Tahun 2024 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 

Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 

2024 Nomor 4); 

24. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 7 Tahun 2024 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 

Trimulyo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan 

Trimulyo Tahun 2024 Nomor 7); 

25. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 2 Tahun 2025 

tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Trimulyo 

Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Badan  Usaha Milik 

Kalurahan Trengginas Trimulyo (Lembaran Kalurahan 

Trimulyo Tahun 2025 Nomor 2); 

26. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 3 Tahun 2025 

tentang Penyertaan Modal Kalurahan Trimulyo Pada 

Badan Usaha Milik Kalurahan Trengginas Trimulyo 

(Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2025 Nomor 3); 
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Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMULYO 

dan 

LURAH TRIMULYO 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO 

NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH KALURAHAN TRIMULYO TAHUN ANGGARAN 

2025. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Nomor 4 tahun 2024 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Trimulyo tahun 2025 

(Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2024 Nomor 4), diubah sebagai 

berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan : 

1. Tetap. 

2. Tetap. 

3. Tetap. 

4. Tetap. 

5. Tetap. 

6. Tetap. 

7. Tetap. 

8. Tetap. 

9. Tetap. 

10. Tetap. 

11. Tetap. 

12. Tetap. 

13. Tetap. 
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14. Tetap. 

15. Tetap. 

16. Tetap. 

17. Tetap. 

18. Tetap. 

19. Tetap. 

20. Tetap. 

21. Tetap. 

22. Tetap. 

23. Tetap. 

24. Tetap. 

25. Tetap. 

26. Tetap. 

27. Tetap.  

28. Tetap. 

29. Tetap. 

30. Tetap. 

31. Tetap. 

32. Tetap. 

33. Tetap.  

34. Tetap. 

35. Tetap. 

36. Tetap. 

37. Tetap. 

38. Tetap. 

39. Tetap. 

40. Tetap. 

41. Tetap. 

42. Tetap. 

43. Tetap. 

44. Tetap. 

45. Tetap. 

46. Tetap. 

47. Tetap. 

48. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara 

sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan 

yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, 

merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, 
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keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan 

produktif secara berkelanjutan. 

49. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau 

badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 

prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasar atas asas kekeluargaan. 

50. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah koperasi yang 

beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama 

dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. 

 

2. Ketentuan lampiran BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana 

tercantum dalam lampiran BAB IV yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dalam Peraturan Kalurahan ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul. 

 

Ditetapkan di Trimulyo  

pada tanggal 12 Agustus 2025 

LURAH TRIMULYO, 
 

Ttd. 
 
JAUZAN SANUSI 

 

Diundangkan di Trimulyo  

pada tanggal 12 Agustus 2025 

CARIK TRIMULYO, 
 

Ttd. 
 

ARIF MUHAMMAD FAUZI 
 

LEMBARAN KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON JETIS 

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 4 

 Noreg Peraturan Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis 

Kabupaten Bantul (4/Trimulyo/2025) 


